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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Perlindungan yang diberikan oleh Convention Against Torture and Others 

Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  (CAT)  tahun 1984 

bahwa perlindungan hukumyang diberikan kepada Buruh Migran (Migrant 

care) yang mendapatkan penyiksaan di luar negeri sudah dilaksanakan 

dengan prosedur dan penyelesaian kasus terdapat pada Pasal 1, Pasal 2, 

Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16, 

dimanakorban yang mengalami penyiksaan harus mendapatkan ganti rugi, 

kompensasi yang adil dan layak, termasuk sarana untuk rehabilitsai sepenuh 

mungkin, namundalam prakteknya tidak sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku, masih banyak penyiksaan-penyiksaan yang terjadi di luar negeri 

khususnya di Malaysia. 

2. Upaya pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum 

kepada TKI yang mengalami penyiksaan di luar negeri dengan Membuat 

peta penyebaran Warga Negara Indonesia, menindaklanjuti kesepakatan 

pemerintah Indonesia-Malaysia,melakukan evaluasi terhadap arus migrasi 

tenaga kerja dari Indonesia ke Malaysia, pembenahan dan penguatan peran 

atase ketenagakerjaan untuk meningkatkan perlindungan TKI di luar negeri, 

meningkatkan pemahaman kewajiban WNI/TKI di luar negeri, 

melaksanakan komiten pelayanan dan perlindungan bagi WNI dan BHI di 

luarnegeri, mengkaji secara cermat norma-norma perlindungan hukum dan 
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Perlindungan TKI di Luar Negeri dan Inpres Nomor 06 Tahun 2006 tentang 

Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja 

Indonesia. 

B. Saran 

Berdasarkan uraian -uraian yang terdapat pada bab sebelumnya, maka 

dapat diberikan saran sebagai berikut : 

1. Pada masa pra penempatan oleh BP3TKI perlu melakukan peningkatan 

dalam hal sosialisasi tentang tata cara dan prosedural menjadi TKI di luar 

negeri supaya masyarakat paham tentang prosedural tersebut. Diperlukan 

koordinasi yang baik dengan PPTKIS terkait dengan pembekalan akhir 

pemberangkatan supaya Calon Tenaga Kerja Indonesia dapat pendidikan 

dan pelatihan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya. Bidang 

penyiapan dan penempatan juga harus selektif dan tegas terhadap dokumen 

dari PPTKIS yang belum mempunyai izin atau izin fiktif. 

2. Konvensi CAT dalam memberikan perlindungan perlindungan hukum 

kepada buruh migran yang mengalami penyiksaan harus dibedah kan 

apakah legal dan illegal supaya setiap calon Tenaga Kerja Indonesia harus 

berangkat melaului jalur resmi (BNP2TKI) 
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